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ABSTRAK

a Syaiendra Yusni, (2020): Peranan Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
Mental Ditinjau Menurut Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas”.

NIN YW e1ddo yeH @

Penelitian ini dilatar belakangi atas pengamatan penulis mengenai
pa)aksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Dasabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan
mgmenuhi  hak-hak penyandang disabilitas mental yang ada di Kabupaten
Labuhanbatu.

o  Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan Dinas
Sesial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak
penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas. Serta kendala-kendala dari Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak hak penyandang
disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang
berlokasi di Jalan Gelugur Nomor 18 A Rantauprapat. Populasi dalam penelitian
ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, serta Staff Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Sedangkan sampel yang diambil menggunakan purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan
tugnan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui
oljServasi, wawancara, dan studi pustaka.

7= Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
n@ptal di Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana. Karena masih banyak
didapati masyarakat penyandang disabilitas mental yang masih terlantar di
wanah Kabupaten Labuhanbatu. Penelantaran ini bukan hanya membahayakan
jiwa penyandang disabilitas itu sendiri melainkan juga dapat membahayakan jiwa
ofing lain. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi
kﬁgada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu oleh Pemerintah Pusat terkait
petlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, Tidak
b&jalannya secara maksimal program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten
L@uhanbatu, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten labuhanbatu kurang memahami
bagaimana upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap
péhyandang disabilitas mental, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial
Kérbupaten Labuhanbatu tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi.
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KATA PENGANTAR

1BH @

© Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
=

SDengan ucapan Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur penulis ucapkan
=3

kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya
-~
péaulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada

=
pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat

c
binriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad
S?.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis
pecradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang
seperti saat sekarang ini.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :
“Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-
undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Ini merupakan hasil
kgya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat
ulgllk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan
H%kum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

(=

= Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya

(1]
kepada:

—

Ayahanda Muhammad Yunus beserta Ibunda Hafni Ailidar Harahap, SH,
Adinda Dede Fitriansyah Yusni dan Adinda Yustika Adelia beserta
keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu

berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai

i

neny wisey jrieAg uejrng jo 43



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jaguins ueingsAusw uep ueywniuesusw edue) 1 siny eAJey ynines neje ueibeqgss dipnbusw Buesenq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery exsns Nin Y!jlw eidio yeHq @

e

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S

™~

[98)

dan memperjuangkan ananda agar selalu menjadi orang yang berguna bagi
Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara serta selalu memberikan nasehat
dan motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag,. M.Ag selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya.
Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil
Dekan I, I1, dan III.

Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Program Studi [lmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya.

Ibu Musrifah, SH. MH selaku Penasehat Akademis yang telah
memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.

Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku pembimbing skripsi yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan
kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikannya skripsi ini
dengan baik.

Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademika yang telah
memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk ananda
selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang di Ilmu hukum angkatan 2016
khusunya sahabat-sahabat di Ilmu Hukum B dan sahabat-sahabat di
Hukum Tata Negara D, yang selalu mewarnai hari-hari ananda
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© Hak %_ pta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__.-...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ﬂf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SR S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©

o i

il BABI

B

o PENDAHULUAN
=

® A. Latar Belakang Masalah

w

—Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional selalu dilandasi oleh
=

tufaan untuk penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan

=

aganah Pancasila sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c

Panciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan usaha yang
[

tefdncana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial untuk
©

memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta
memperkuat institusi-institusi sosial agar dapat menentaskan masalah sosial yang
ada.

Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial
mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat
yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal ini Hak asasi manusia

wn
h:%us lah dijunjung tinggi dan dilindungi serta di penuhi karena hak asasi manusia
a(g.lah hak vyang sangat penting bagi seseorang untuk melangsungkan
kgxidupannya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak

(=
m@nusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat
<

m
dehgan kodrat kita sebagai manusia.

-~

o Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia bukan
-

»
ka@ena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Karena sejatinya hak asasi

nery wisey JrieAg uej
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©

m%lusia adalah hak yang melekat secara otomatis pada diri manusia sejak dia
o

ddahirkan bahkan masih dalam kandungan. Dengan demikian hak asasi manusia
©

it tidak tergantung dari manusia melainkan dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang

=3
Mzaha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah

=
nfakhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat

=

ugiversal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat
c

dgmbil oleh siapapun. Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah
o

d%it del’homme dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”.

< Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah human rights sedangkan
dalam bahasa Belanda ialah grodrechten. Hak adalah tuntutan yang dapat
diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak
tersebut.' Ketika berbicara tentang hak seseorang, tentu ada seseorang atau
lembaga terkait yang akan menjamin hak tersebut akan dapat diraih. Dalam hal
bernegara maka pemerintah lah yang memastikan bahwa hak tersebut dapat
d%)ndungi dan dipenuhi untuk semua warga negara atau masyarakat tanpa
te?ecuali terlebih lagi masyarakat yang menyandang disabilitas yang memang
sangat perlu perhatian dari pemerintah.

E,Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Kementerian Sosial yang
b%tanggungjawab penuh kepada Presiden pada tingkat pusat, Dinas Sosial
P;ivinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur pada tingkat Provinsi, serta

»
Dihas Sosial Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati pada tingkat

~
Kdbupaten itulah yang akan melindungi serta memenuhi hak-hak asasi kepada

jraedg

" Lysa Angrayni,. Hukum & Hak Asasi Manusia,(Y ogyakarta:Kalimedia,2016), h 9-13
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©

S%Elruh masyarakat Indonesia serta hak-hak yang diamanahkan oleh Undang-
-~

umdang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabiltas untuk masyarakat
©

palyandang disabilitas.

=3
—Maka disini diperlukan peranan yang tanggap dan sigap oleh Kementrian dan
=

Dinas terkait guna melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Maka peranan

=
pemerintah dalam hal untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial harus

c
seggera dilaksanakan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Infonesia. Secara garis besar peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar
©
pecngaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu
seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di
masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan.’
Menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal yaitu :
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.

S

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial organisasi.’

? Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) h.845
* Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009, Edisi

N | m;se§ jurefg uejng jo AJISIdATU() dDTWR][S] 3j€l1S
o

~

.
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©

gDari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan peranan adalah status
o

yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga
=

yﬁlg menempati atau memangku posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem

=3
sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi
-~

békaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi

=

teggebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui
c

n . - y .
besar ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat
o

keBerhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
©

< Oleh karenanya, Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati,
menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga
negaranya tanpa kecuali termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Isu tentang
penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan
seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) atau sering

dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan
wn

-+
péthatian dari pemerintah maupun masyarakat.” Penyandang disabilitas memiliki
(g°]

k@udukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.
=¥}

=-Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas menurut Undang-undang

(=
Ngmor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
<

m
mgngalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka

-~

<
waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
-

»
h@nbatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

e

0

=

9}

]

)

=3

-~ * Nursiah, Peranan Dinas Sosial T erhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Perda
Kofa Makassar No 6 Tahun 2013, (Jurnal, Volume IV, Nomor 4, 2017) h 51

nery wise
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©

W%ga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.’ Didalam skripsi ini akan
o
ddahas tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap
©

p@lindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental ditinjau

=3
menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
-~

CDilihat dari bagian penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

=
Penyandang Disabilitas bahwa yang dikatakan penyandang disabilitas mental
c

a&tlah mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang
o

didhtara lain:
W

a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan

kepribadian; dan

b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial
di antaranya autis dan hiperaktif.®
Secara pengertian, Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu

yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk
wn

pé-aa hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling
(g°]

[e—
békinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari
=¥}

kq:aga psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu

(=
(pfkiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan
<

m
eldternal individu dengan orang-orang disekitarnya. Istilah psikososial berarti

<
menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikis.’
-

»
& Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai
o

~
reg}itas (reality testing ability/RTA) dengan baik dan pemahaman diri (self insight)

A

® Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
6 .

1bid,
/ Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana. 2011), h 201

nery wisey Jjrie/
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©

bliFuk.g Bipolar adalah kondisi seseorang yang mengalami perubahan suasana hati
-~

seeara fluktuatif dan drastis, misalnya tiba-tiba menjadi sangat bahagia dari yang
©

ségelumnya murung. anxietas adalah suatu gejala yang tidak menyenangkan,

=3
semsasi cemas, takut dan terkadang panik akan suatu bencana yang mengancam
-~

déa tidak terelakkan yang dapat atau tidak berhubungan dengan rangsang

=
elgsternal. Kecemasan berbeda dengan rasa takut, karakteristik rasa takut yaitu

c
a%nya obyek dan dapat diidentifikasi serta dapat dijelaskan oleh individu.

?Gangguan kepribadian adalah kelompok gangguan heterogen dan dianggap
se%agai pola perilaku dan pengalaman internal yang bertahan lama, pervasive dan
tidak fleksibel yang menyimpang dari ekspetasi budaya orang yang bersangkutan
dan menyebabkan hendaya dalam keberfungsial sosial pekerjaan. Autis adalah
gangguan perkembangan yang secara umum tampak di tiga tahun pertama
kehidupan anak. Gangguan ini berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial,
imajinasi dan sikap. Menurut Barkley hiperaktif adalah sebuah gangguan dimana
re§90n menjadi terhalang dan mengalami fungsi ganda pelaksanaan yang
ngngarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan untuk mengatur
pg}aku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara
s<§ial, dan prilaku dengan tuntutan lingkungan.’

m
» Didalam penjelasan tersebut yang menjadi objek penelitian adalah point a

-~

<
yakni pskilososial yang salah satunya adalah depresi karena banyak ditemukan di
o

»
d#erah Kabupaten Labuhanbatu. Mengenai kecacatan terlebih cacat dalam mental

]

~
seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas mental untuk

¢ Dadang Hawari. Manajemen stress cemas dan deperesi. (Jakarta: FKUI, 2007)
® Gerald Davidson, dkk. Psikologi Abnormal. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006)
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©
m@nperoleh hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Landasan

o

kenstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat juga
©

difihat dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999
=3

teatang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :
-~
C "Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental
=z berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas
o biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
= kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan
= berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan

10
9 bernegara”.
A

Se;i;ta pada Pasal 28 A UUD 1945, yakni :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya".""

Terdapat juga pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap
warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai
kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai
Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan

bermartabat”."?

ISI @1e1S

EDari beberapa undang-undang yang telah disebutkan diatas menunjukkan

Rl

bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sudah sedemikian rupa
=

bﬁi(nya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental.

-
2]

I\@nun pada pelaksanaan tersebut pemerintah belum secara maksimal dalam

o
m@jalankan regulasi yang dibuatnya sendiri. sehingga perlindungan dan
=

p:a_'ﬁenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental jauh dari kata
=

' Undang-undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
" Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

nery wisey Jrefg
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©

teﬁindungi dan terpenuhi. Dalam hal ini seharusnya pemerintah melalui menteri
-~

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial serius dalam
©

melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas

=3
mental. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, penulis
-~

nmfenemukan masih banyaknya penyandang disabilitas mental yang ada di

=

Kabupaten Labuhanbatu yang belum dapat perhatian penuh dari Pemerintah
c

Dzzerah Kabupaten Labuhanbatu melaui Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
?Tidak sedikit bahkan terjadi pelecehan yang dialami oleh penyandang
disabilitas mental bahkan sampai meninggal dunia. Oleh karenanya penulis
tertarik dalam melakukan penelitian tentang perlindungan dan pemenuhan hak-
hak bagi penyandang disabilitas mental yang sudah diatur pada undang-undang
nomor 8§ tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu. Adapun hak-hak bagi penyandang disabilitas terdapat pada Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada Bab

7
IIETentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :
(g°]

o

“®) Penyandang Disabilitas memiliki hak: a.hidup; b.bebas dari stigma;
=¥}

c.grivasi; d.keadilan dan perlindungan hukum; e.pendidikan;
f.g;kerjaan,kewirausahaan,dan koperasi; g.kesehatan; h.politik; i.keagamaan;
j.'ﬁfe.olahragaan; k.kebudayaan @ dan pariwisata; l.kesejahteraan  sosial;
n;;h‘\ksesibilitas; n.Pelayanan Publik; o.Pelindungan dari bencana; p.habilitasi dan

»
refiabilitasi; q.Konsesi; r.pendataan; s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
-

~
nrdsyarakat; t.berekspresi,berkomunikasi,dan memperoleh informasi; u.berpindah

nery wisey Jreig
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©

te@pat dan kewarganegaraan; dan v.bebas dari tindakan Diskriminasi,
-~

pénelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.

=

5“(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

=3
pesempuan dengan disabilitas memiliki hak: a.atas kesehatan reproduksi;
=

bfmaenerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c.mendapatkan

=
Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d.untuk
c

m-gndapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan
e]§ploitasi seksual”. (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi,penelantaran,pelecehan,
eksploitasi,serta kekerasan dan kejahatan seksual; b.mendapatkan perawatan dan
pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara
optimal; c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d.perlakuan
anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e.Pemenuhan
wn

k&)utuhan khusus; f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai
(g°]

in’E:grasi sosial dan  pengembangan individu; dan  g.mendapatkan
=¥}

péxdampingan”. b

=

= Secara umum gangguan kesehatan mental depresi yang dialami sesecorang

<
™

individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan
-+

=< S ; : .

algifitasnya sehari-hari. Dari pengertiannya, depresi merupakan salah satu
-

»
g#hgguan kesehatan mental. Hawari mengungkapkan bahwa depresi adalah salah

~
safu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan (affective/ mood disorder),

B Ibid

nery wisey jriedg
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©

y%_xg ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan
o

tidak berguna dan putus asa bahkan berpotensi akan mengganggu kenyamanan
©

dan ketertiban umum.

=3
—Chaplin berpendapat bahwa depresi terjadi pada orang normal dan depresi
=

nferupakan suatu kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat, yang ditandai

=
dengan perasaan tidak sesuai, menurutnya kegiatan dan pesimisme menghadapi

c

mﬁsa yang akan datang.'* Penulis sering menemukan orang yang menderita
g%gguan jiwa masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya
becrtanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa
tersebut. Seharusnya pemerintah yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk
menghadirkan keadilan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak penyandang
disabilitas harus hadir terhadap semua warga negaranya khususnya penyandang
disabilitas mental.

Dari pengertian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
P%ﬁyandang Disabilitas serta fenomena kejadian yang terjadi dilapangan maka
p@ulis menemukan ada masalah yang harus diteliti dan penulis tertarik
nEngangkat masalah ini untuk di teliti karena di lapangan tidak sedikit dijumpai
p%yandang disabilitas mental yang masih telantar di jalanan bahkan sering
ngpdapat pelecehan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak sesuai
d%gan amanah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

»
Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik

~
ummtuk meneliti dengan judul “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

' Namora Lumongga Lubis. Depresi Tinjauan Psikologis, (Jakarta:Kencana, 2009) h.11

nery wisey jriedg
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©
Tg;hadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

=
Mental Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
©

P;nyandang Disabilitas”’

3
—B. Batasan Masalah
=

CAgar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah

=
dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas

c
pinranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap perlindungan dan
p%}lenuhan hak hidup, hak kesehatan dan hak habilitasi dan rehabilitasi
pecnyandang disabilitas mental dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam
melakukan perlindungan dan pemenuhan hak hidup, hak kesehatan dan hak
habilitasi dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas mental oleh Dinas
Sosial Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

C. Rumusan Masalah
gBerdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penulis

™
nErumuskan masalah sebagai berikut :

ue

1 =*Bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi

Tun d

.dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten

ISI9A

Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas ?

S Jo A3

n

2 £ Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial

nery wisey JreAg uej]
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©
gKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

o
© Tentang Penyandang Disabilitas ?

ED. Tujuan dan Manfaat Penelitian

g Tujuan dari penelitian ini adalah :

lgMengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi
idan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten
c

%Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
?Penyandang Disabilitas.

c

2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melindungi dan memenuhi hak-

hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas.
Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Dari segi teoritis
1. Dapat mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
mental di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Dapat mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melindungi dan
memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

G uej[Ng Jo AJISIIATU() dTWIR]S] d}e)S

'b. Dari segi Praktis

LIeA

nery wrsey J
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©

gDapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga
o
tetkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para
©
palgambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam

=3

mengawasi pelaksanaan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang
=

disabilitas mental sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

=

Tentang Penyandang Disabilitas.

c
ﬁ c. Dari Segi Akademis
[

MPertama, sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai
©

pecnerapan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20016 Tentang Penyandang
Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk selanjutnya dijadikan
sebagai acuan.

Kedua, sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di
Prodi [lmu Hukum, Fakultas Syari’ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.
wn

g,.E. Metode Penelitian
™

£ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
=¥}

mgtode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

=

sé8uatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisnya.

<
™

digamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum

-~

<

tegsebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
-
»

p&masalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian
&

i@)penulis menggunakan metode sebagai berikut :

(]
lg.Jenis dan Sifat Penelitian

nery wrsey J



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jaguins ueingsAusw uep ueywniuesusw edue) 1 siny eAJey ynines neje ueibeqgss dipnbusw Buesenq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

14

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu

OMEBH @

O penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan

1d

o bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.'® Sifat penelitian

=3
—ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara
=

Ctepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk

=

¢menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. '
c

Zé?rLokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di

nery e

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam hal memberi perlindungan dan
pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas mental.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu, Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Objek penelitian ini adalah

Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan

ISI @1e1S

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut

‘Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Jruie

N
N

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan
ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari

jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan

15 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta:Rajawali Pers 1982) h. 51
' Amiruddin dan Zainal askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum.(Jakarta:Rajawali

P&R,2010) h. 25

nery wisedy jraefg uejng jo £31s19A
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©
gsumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
=
© adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan
=
o menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.'’
=)
— Tabel 1.1
= Populasi dan Sampel
=
Naz Responden Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan
%2
1g| Kepala Bidang 1 1 100 % Wawancara
2| Rehabilitasi Sosial
Kepala Seksi
20 Rehabilitasi 1 1 100 % Wawancara
Penyandang
Disabilitas
Staff Seksi
3 Rehabilitasi 2 2 100% Wawancara
Penyandang
Disabilitas

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

b. Data Sekunder

lapangan dan literatur, meliputi :'®

dengan permasalahan yang diteliti.

IeAG UBI[NG JO AJISIIATU() dDTWIR]S] d}e)S

Persada,2003) h.121

Nery wisey

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan

Y Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo

'8 Ali Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 112
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Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan
dan lainnya.

Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa
Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-

lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

a.

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
perilaku objek sasaran dalam penelitian.

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi
responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti
guna melengkapi data yang diperlukan.

Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada
kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

Dokumentasi, Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam

masalah penelitian."”

nery wisey JrieAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S

¥ Amiruddin dan Zainal Asakin, Op.citt, h. 82
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©
7 %Analisis Data
-~
o Setelah data telah tersusun secara sitematis, maka tahap selanjutnya
=
o adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif,
=

—komprehensif dan lengkap. Analisis secara sitematis dalam penelitian ini
=

Cmenjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban.

=

nAnalisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam
c

2kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman.
[

Mkomprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek
©
< sesuai dengan lingkup penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan
cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang
disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal
tersebut secara sitematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis
kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam
penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan,
mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud
‘memahami maknanya.”’

Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas
serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan
permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara

dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan

jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat

2% Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001) h.45

nery wisey JrieAg uejng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S
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gdiambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat

© umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
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F. Sistematika Penulisan
Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan

sistematika penelitian sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah,
Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten.

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN KEPUSTAKAAN

Merupakan tinjauan teoritis tentang peranan dinas terkait
perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

mental.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian hasil penelitian tentang peran dan hambatan
dari Dinas sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap

perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
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mental yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi
Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dapat disampaikan dengan kalimat yang singkat,
pembahasan. Sedangkan saran ditampilkan berupa harapan
dari penulis yang sifatnya lebih konstruktif dan saling

mempunyai tujuan atau arah yang jelas.

Sumatera Utara.

PENUTUP
padat, dan jelas yang semuanya menjawab kepentingan

permasalahan dan sekaligus dapat menjadikan inti dari hasil

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b 2
Hlv.., hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SR S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB 11

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Keadaan Alam Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di
Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu terletak di
Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan
kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan
yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan
berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi
Riau, yang dapat menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di
Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri
karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km? atau setara
dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Sebagai
Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan
jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2019.
Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1°41° — 2° 44’ Lintang Utara,
99°33° — 100°22” Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai dengan 700
meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu menempati area
seluas 2.561,38 Km’ yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98
desa/kelurahan definitive, yaitu:

e Kecamatan Bilah Hulu yang terdiri dari 24 desa;

e Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 desa;

20
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RS =
. =
:nl I
~z 1O
PO L . S
el _‘E'! = e Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 desa;
288 =
_%_ 3 2 © e Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan;
® ®3 T
= = e —
=3 % é © e Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 7 desa;
S o = 3
R =
c % & = e Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan;
—- 3 N
e % C R . .
3 ; 3 = ° Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan;
T ot =
o L5
%- % = g’ e Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari 9 kelurahan;
(Q —
o S (7]
=1 & ® Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 kelurahan.”'
55
23 2
B £ c Tabel I1.1
- w
e
g g.' Luas Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Luas Kecamatan
D
§' 3 Presentase R Jarak ke
< 3 Luas Area | Terhadap Tinggi Ibukota
- %o $ Kode | Kecamatan Ibukota Wilayah
b2 B (km2/sq.km) Luas (mdpl) Kabupaten
T2 Wilayah P (km)
$ 3 050 | Bilahhulu | Aek Nabara 293,23 11,45 500-700 19
® & 070 | Pangkatan Pangkatan 355,47 13,88 0-7 30
2 £ 080 | Bilah barat Janji 202,98 7,92 500 6
3 g 130 Bilah hilir Negeri Lama 430,83 16,82 0-7 56
o) ® N .
2 2 140 § Panaihulu | 1AWunESarang | oo04, 10,79 1.6 89
o P - Elang
< g . Panai .
E (g 150 & tengah Labuhan Bilik 483,74 18,89 1.6 91
8 ¢ 160 & Panaihilir | Sei Berombang 342,03 13,35 0-12 101
g & A" Rantau .
'g o 210 | Sioeldengan 64,32 2,51 43 1
S = selatan
§ 220 E Rantau Rantauparapat 112,37 4,39 43 0
o] ©  utara
H) Juriflah/Total Rantauprapat 2.561,38 100,00 0-700 0
8 <
=)
x =
= cﬂn Kabupaten Labuhanbatu berbatasan dengan :
]
g E Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara
= =
) ®
L - *! Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018, Kabupaten Labuhanbatu Dalam
= AlBka, (BPS Kabupaten Labuhanbatu,2018), h. 5.
3 @
o) e
8 8
= e
o
o
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Sebelah Selatan : Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang

Lawas Utara
Sebelah Barat : Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sebelah Timur : Provinsi Riau
1. Keadaan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dari tahun ke

tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah penduduk

Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 472.215 jiwa dengan

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

kepadatan 184,31 jiwa/ km? sedangkan pada tahun 2018, jumlah
penduduk Labuhanbatu adalah sebanyak 486.480 jiwa dengan
kepadatan penduduk sekitar 226 jiwa per km? Ini artinya terdapat

peningkatan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan sebanyak 3%.

Tabel 11.2

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase
Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di

W
)
E Kabupaten Labuhanbatu
W
E Laju
- Pertumbuhan Persentase Rasio Jenis
~ K t P k
o c ceammata endudu Penduduk per Penduduk Kelamin
E- Tahun
1 |® Bilah Hulu 64.440 1,29% 13,25% 100,93
7]
2 E Pangkatan 33.972 0,48% 6,98% 102,30
)
3 C:”Bilah Barat 40.850 2,00% 8,40% 103,42
4 g Bilah Hilir 52.711 0,31% 10,48% 104,53
W
5 § Panai Hulu 39.907 1,94% 8,20% 103,25
-
~
=%
e
=
a
o
o
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E ©
%‘!6 m:r'Panai Tengah 40.576 1,98% 8,34% 104,55
o =
27 |2, Panai Hilir 37.576 0,23% 7,72% 104,22
a |
58 SRantau Selatan 78.206 3,35% 16,08% 101,81
2" 15
(=
89 |—Rantau Utara | 98.242 1,75% 20,19% 99,13
3 -~
[=]
S0 |Sumlah/Total | 486.480 1,63% 100% 102,13
g |=
=
@ wn
c
w
) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk
§ terbanyak adalah Kecamatan Rantau Utara dengan 98.242 jiwa atau
c

sekitar 20,19% dan yang tersedikit adalah Kecamatan Pangkatan

sebanyak 33.972 jiwa atau sekitar 6,98% dari jumlah keseluruhan

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

2. Keadaan Agama Masyarakat kabupaten Labuhanbatu

Dapat kita lihat pada tabel agama resmi yang berlaku di Kabupaten

Labuhanbatu :

Tabel 11.3

No Jenis Agama Persentase (%)
1 Islam 83,91%
2 Protestan 11,95%
3 Khatolik 2,49%
4 Budha 1,49%
5 Hindu 0,08%
6 Lainnya 0,08%

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S

Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Kabupaten Labuhanbatu




‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jaguins ueingsAusw uep ueywniuesusw edue) 1 siny eAJey ynines neje ueibeqgss dipnbusw Buesenq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

24

7 Jumlah 100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa agama islam
adalah agama yang paling banyak dianut penduduk Kabupaten
Labuhanbatu. Hal ini terlihat dari 83% masyarakat Kabupaten
Labuhanbatu menganut agama islam diikuti agama selanjutnya yakni

Protestan, Khatolik, Budha, Hindu dan Lainnya.

. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga,
masyarakat Kabupaten Labuhanbatu telah berusaha memenuhi
kebutuhan itu sebagai tujuan yang utama bagi setiap individu dengan
cara bekerja atau berusaha pada berbagai faktor yang sesuai dengan
kemampuan diri dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing
individu. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan penduduk

Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari mata pencaharian dapat dilihat

7
-
(g°]
:’.T pada tabel berikut :
8
= Tabel I1.4
c Keadaan Penduduk Ditinjau Dari Mata Pencaharian
=
NG | Mata Pencaharian Jumlah (orang) Persentase (%)
-t
2]
L&'| Sektor Pertanian 79.009 16,24%
)
2n Sektor Jasa 113.109 23,25%
e
5,5' Perdagangan 1.926 0,39%
(s
= PNS/TNI/POLRI 7.236 1,48%
-
2.
A
=¥]
2.
B8
o
o
o
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©

5> Wiraswasta 14.348 2,94%
=

6 Nelayan 6.250 1,28%
=

= Guru 7.454 1,53%
=

& Lain-lain 257.148 52,85%
=

(= Jumlah 486.480 100%
=

Stber : data lapangan setelah diolah.

| o=

wn

gB. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

§ Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada awalnya menjadi
c

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S

bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dahulunya
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu Bidang di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu baru dapat berdiri sendiri pada tahun 2017. Dinas Sosial
tidak lagi menjadi bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu
dikarenakan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu semakin
meningkat.

Oleh karenanya dibutuhkan peran dari Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu untuk berdiri sendiri guna menghadapi persoalan-persoalan
sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Landasan berdirinya Dinas
Sosial Kabupaten Labuhanbatu ini adalah merujuk pada Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu di pimpin oleh
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Bapak H. Sofyan Ependy Harahap, SP dan di tahun 2019 sampai sekarang
dipimpin oleh pimpinan baru yakni Bapak H. Zainuddin Harahap, SH,MM
C. Visi, dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”.
2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan maka Misi Dinas Sosial

nery exsns Nin Y!iw eiydio yeHq @

Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;

2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap
pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan rehabilitasi sosial
bagi PMKS;

3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi
sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari
masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
secara komprehensif;

4) Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.”?

D. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten

%2 Data dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
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Labuhanbatu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehubungan Peraturan Daerah
tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu. Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu:
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mempunyai
tugas membantu Bupati Labuhanbatu untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui  Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan kebijakan teknik di bidang sosial kabupaten;
b. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
c. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
d. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
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f. Perumusan, penetapan, pengaturan tentang penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;

g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-
tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;

h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas
pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan dan

mengoordinasikan  program kegiatan serta pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di
lingkungan Dinas;

b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga Dinas;

c. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas;
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d. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas;

e. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam
pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas;

f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat
menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pegelolaan
data statistik;

g. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas;

h. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas;

1.  Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program; dan

j.  Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dalam bidang administrasi umum dan administrasi
kepegawaian. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan usulan rencana kerja, dan anggaran tahunan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk
penanganan arsip di lingkungan Dinas;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di
lingkungan Dinas;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
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e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan
keindahan lingkungan Dinas;

f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu,
keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat dinas dan upacara
kantor;

g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan
barang/aset Dinas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dalam bidang penyusunan rencana kerja dan rencana
anggaran di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program;

b. Menyusun perumusan kebijakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Dinas;

c. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana
strategis Dinas;

d. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Dinas;

e. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja

tahunan Dinas;
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f. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja
anggaran Dinas;

g. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas;

1. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan
informasi;

j. Mengoordinasikan dengan setiap Bidang untuk persiapan
pelaksanaan jadwal kegiatan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sekretaris dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi

pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan

di Lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka
penatausahaan keuangan,;

c. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan

anggaran dinas;
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d. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;

e. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan
keuangan,;

f. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran
dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM);

g. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar
(SPM);

h. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti
serta surat pertanggungjawabanbendahara pengeluaran;

1. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;

j.  Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan

Pegawai Negeri Sipil; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebahagian tugas Kepala Dinas dalam hal pemberdayaan sosial dalam
pengkajian bahan kebijakan teknis, program dan fasilitasi
pemberdayaan  perseorangan dan  keluarga, @ pemberdayaan

kelembagaan sosial masyarakat, keperintisan, kepahlawanan sosial dan
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kesetiakawanan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

)

Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan
Sosial;
Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang
Pemberdayaan Sosial;
Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian pemberdayaan pelembagaan sosial masyarakat;
Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan
pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di  bidang
pemberdayaan keluarga, pemberdayaan kelembagaan, dan
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat
dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Seksi Pemberdayaan Perseorangan dan Keluarga

Seksi  Pemberdayaan  Perseorangan dan Keluarga
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
dalam hal pemberdayaan sosial, melaksanakan pemberdayaan

perseorangan dan keluarga serta menyusun program kerja cakupan
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Perseorangan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:
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Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan
Perseorangan dan Keluarga;

Melakukan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha
kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatan
kesejahteraan sosial; peran keluarga (keluarga muda mandiri,
keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial
ekonomi dan keluarga rentan);

Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
meningkatkan pelayanan sosial bagi perseorangan dan
keluarga;

Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada
dilingkungan kurang layak huni/kumuh;

Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang
berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT);
Melaksanakan sistem pengendalian intern;

Melaksanakan ~ monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan kegiatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
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2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal
pemberdayaan sosial, melaksanakan pemberdayaan kelembagaan
masyarakat serta menyusun program kerja cakupan daerah

Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Pemberdayan Kelembagaan

Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan progran kerja Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat;

b. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan  sosial
pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan
karang taruna dan pembinaan organisasi sosial;

c. Memberikan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan
sosial terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi
masyarakat, dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

d. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan
pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana
sosial dari masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi
penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial ;

f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi

penyelenggaraan undian;
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g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang dalam hal pemberdayaan sosial, kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta menyusun program
kerja  cakupan daerah  Kabupaten = Labuhanbatu.  Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

b. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha
Kesejahteraan sosial di bidang kepahlawanan keperintisan dan
kesetiakawanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha
pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan
dengan kepahlawanan keperintisan agar tidak tejadi pembinaan
yang tumpang tindih;

d. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis;
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e. Mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis,
keluarga perintis dan keluarga pahlawan;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
7. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan
mengendalikan  tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi
kesejahteraan sosial, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut
usia serta rehabilitasi tuna sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusunan rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi
Sosial;
b. Mengoordinakan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
c. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi
Sosial;
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang
Rehabilitasi Sosial;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas rehabitasi sosial;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;
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Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi
sosial;
Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap
pencegahan timbulnya masalah sosial;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia
Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal
mempersiapkan teknis pemberian santunan kepada anak-anak
korban sosial dan lanjut usia. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut
Usia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan
Anak dan Lanjut Usia;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program kegiatan Seksi
Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia;
c. Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian
bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan
dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan

lanjut usia;
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d. Melaksanakan pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap
penyantunan anak melalui TempatPenitipan Anak;

e. Memberikan bantuan pemulangan dan penanggulangan
orang/jenazah terlantar;

f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraaan
kesejahteraan anak dan lanjut usia;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi  Rehabilitasi  Sosial Penyandang  Disabilitas
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
dalam hal rehabilitasi sosial penyandang disabilitas cakupan daerah

Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas;

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. Memberikan  bimbingan teknis dalam  melaksanakan
rehabilitasi sosial penyandang cacat dalam panti maupun luar
panti;

d. Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan

pemberdayaan penyandang cacat, yaitu cacat netra, cacat
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tubuh, cacat mental, tuna rungu wicara, cacat ganda dan eks
penyandang penyakit kronis;

e. Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi
penyandang cacat, keluarga dan masyarakat untuk memberikan
kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya;

f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraaan rehabilitasi
sosial penyandang cacat;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahskan atasan.

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang dalam hal rehabilitasi sosial, tuna sosial dan
korban perdagangan serta menyusun program kerja cakupan daerah
Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
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c. Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian
bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA,
gelandangan  dan  pengemis, bekas warga  binaan
pemasyarakatan, korban narkotika psikotropika dan zat adiktif
(NAPZA);

d. Melaksanakan wusaha rehabilitasi tuna sosial bekerjasama
dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk
mengetahui perkembangan selanjutnya;

e. Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan
pengemis, wanita tuna susila, waria melaluikegiatan penertiban
dan pemulangan;

f. Memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna
sosial;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

8. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
melaksanakansebagian tugas Kepala Dinas dalam hal melakukan
program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam
upaya pembinaan, pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang
perlindungan social dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jaguins ueingsAusw uep ueywniuesusw edue) 1 siny eAJey ynines neje ueibeqgss dipnbusw Buesenq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S

1)

42

Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial;
Penyiapan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di
bidang;
Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan;
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral
agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam
upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan
sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap
pencegahan timbulnya masalah sosial;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
dalam hal perlindungan sosial korban bencana alam serta
menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Seksi  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
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Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam;

Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan
perlindungan sosial korban bencana alam;

Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada
korban bencana alam;

Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan
dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan
mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko
bencana;

Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Perumusan kebijakan tanggap darurat, meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan  dasar, @ pemulihan pelayanan  keagamaan,
perlindungan  terhadap kelompok rentan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan

sarana vital;
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h. Pengoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi

dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik,
pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana
sebagai upaya pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal

perlindungan korban bencana sosial serta menyusun program kerja

cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Perlindungan

Korban =~ Bencana  Sosial dalam  melaksanakan  tugas

menyelenggarakan fungsi:

a.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan
Korban Bencana Sosial;

Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan
perlindungan sosial korban bencana sosial, korban tindak
kekerasan dan pekerja migran;

Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada

korban bencana sosial;
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d. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan

j.

dini pada prabencana sosial serta pemberdayaan masyarakat
dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana sosial serta
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko
bencana sosial;

Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada
prabencana sosial serta pemberdayaan masyarakat;

Perumusan kebijakan tanggap darurat, meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan  dasar, pemulihan pelayanan keagamaan,
perlindungan  terhadap  kelompok rentan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan
sarana vital;

Pengoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi
dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik,
pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana
sebagai upaya pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
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3) Seksi Jaminan Sosial
Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal jaminan sosial serta
menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten

Labuhanbatu . Seksi Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Jaminan
Sosial;

b. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan
jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan
sosial;

c. Melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor
informal;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

9. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Dinas dalam  hal
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanganan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan

daerah kabupaten, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan
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dan penataan lingkungan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin
sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap fakir miskin;

Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Penganan Fakir
Miskin;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah
Kabupaten Labuhanbatu;

Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan
dan penataaan lingkungan;

Penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin secara
komprehensif dan terkoordinasi;

Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan
lingkungan fakir miskin agar memperoleh mutulingkungan hidup

yang sehat;
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Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan,
strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal
penanganan fakir miskin, melaksanakan identifikasi dan penguatan
kapasitas fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan
daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Identifikasi dan Penguatan

Kapasitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan umum dan teknis program kegiatan Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas fakir
miskin;

d. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin
sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan

kemampuan berusaha fakir miskin;
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e. Melakukan identifikasi data dan pengelolaan data fakir miskin
cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal
pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin. Seksi

Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin
sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan
kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan
keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha
bersama;

b. Melakukan bimbingan teknis peran pendamping sebagai
fasilitator, penghubung, motivator dan pembimbing yang
sekaligus mengarahkan para penerima bantuan permodalan;

c. Peningkatan pendampingan dengan kompetensi yang baik dan

tersertifikasi;
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d. Melakukan pendampingan penyaluran bantuan secara

komprehensif dan terkoordinir agar bantuan tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat waktu;

Melakukan peningkatan pemberdayaan melalui peningkatan
kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber
daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses dan
pemberian bantuan usaha bagi fakir miskin dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin;

Melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber
daya manusia fakir miskin untuk meningkatkan kemandirian;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan; dan
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h. Pelaksaan tugas lain yang diperintahkan atasan.
3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan. Seksi
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan rencana kebijakan di Seksi Bantuan Stimulan dan

Penataan Lingkungan;
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b. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin

sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan
kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan
keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha
bersama;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Bantuan
Stimulan dan Penataan Lingkungan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi
dan/atau lembaga terkait lainnya di bantuan stimulan dan
penataan lingkungan;

Perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan
kegiatan pemberian bantuan pangan dan sandang dalam
peningkatan kecukupan dan diversifikasi pangan serta
kecukupan sandang yang layak bagi fakir miskin;

Perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan
kegiatan bantuan hukum yaitu diberikan kepada fakir miskin
yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum,;

Perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemeliharaan dan
pengembangan penataan lingkungan hidup yang sehat bagi
fakir miskin;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan; dan
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©
g i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.”
=
© E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
=
o Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2016
=)
—  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi di
=
C  Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini Dinas
=
¢  Sosial Kabupaten Labuhanbatu yaitu :
c
ﬁ 1. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan urusan
[
X pemerintahan bidang sosial.
©
- 2. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh kepala dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan
wn
E bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(g°]
E 5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
=¥}
8 : :
— bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
=
= 6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab
<
m
® kepada Sekretaris Dinas.
<
o 7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada
o
m .
g kepala bidang.
&
=
w
(]
o3}
-
= P Ibid.
=¥]
2.
8
2
o
o
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UIN SUSKA RIAU

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.*

% Ibid.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KEPALA DINAS

©® H. Zainuddin Harahap. SH. MM SEKRETARIAT
o

a KELOMPOK JABATAN Wilda Siregar, ST
- FUNGSIONAL
=

Qo SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN

3 KEPEGAWAIAN

= Eva inggamiari, SE Saipila Dewi, SE
(=

=

SUB BAGIAN KEUANGAN

Lesma Sihita, SE

A\

BIDANG REMBERDAYAAN SOSIAL BIDANG REHABILITAS SOSIAL
[
A Zufri, SE Arip Rahman, SE
&
o | |

‘uennauad ‘ueyipipuadueBugiiaday ynun eAuey uedpnbusd e

SEKSI PEMBERDAYAAN
PERORANGAN DAN KELUARGA

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Ahmad T .okot Ritonea

Habibah Ritonga, SE

Nurhavani

JeM uesinug

SEKSI PEMB. KELEMBAGAAN
MASYARAKAT

SEKSI KESEJAHTERAAN ANAK
DAN USIA LANJUT

Martini Veanny Silalahi, S.Kep.Ners

Bambang Mintorogo

uelode| ueunsnAuad ‘yeiwji

SEKSI KEPAHLAWANAN,
PERINTISAN DAN

SEKSI REHABILITAS
PENYANDANG DISABILITAS

Sri Wardani, se

KESETIAKAWANAN SOSIAL

nJulia Hasna Siregar, SH
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[] STUIR]S]T 21¢%1

[

SEKSI REHAB SOSIAL TUNA
SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG

Tiur Maida Paerdede, SE

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL iiﬁgéi?i;ll:lm:;gig
KORBAN BENCANA ALAM
Hotma Parulian Harahap, SE Santi Dewi, SE
SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN SEKSI PENDAMPINGAN DAN
BENCANA SOSIAL PEMBERDAYAAN
Nurjannah Ritonga, SE Kamal Amri, SE

SEKSI JAMINAN SOSIAL

SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN

UPT
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PENATAAN LINGKUNGAN

Mukhsin Saragih, SE
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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

.A. Teori Peranan

Njlw ejdio yeHq @

CMochtar Mas’oed mengemukakan bahwa “Peranan (role) adalah perilaku

N

ydfig diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu,
c

w
b%’fk posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang

mgnduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat itu”.”’
Secdangkan menurut Soejono Soekanto “Peranan itu merupakan aspek yang
dinamis dari suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu
pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena suatu yang tergantung
demngan yang lainnya dan sebaliknya demikian, tidak ada kedudukan tanpa adanya
p%an. Pentingnya peran adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang
seg-ingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan
diff dengan perilaku orang-orang sekitarnya”.?® Menurut Soekanto mencakup
seiij.ikit tiga pengertian:>’

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat

seseorang dalam masyarakat.

Ag|uejng jo A31si19

% Mochtar Mas’oed, IImu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi, (Jakarta,
ES, 1990), h. 186.

° Soerjono Soekanto, Op.Citt., h. 243

* Ibid, h.269

IL,

e
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b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial kemasyarakatan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi

Ninijtw ejdio yeq @

daglam pergaulan masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,

c
péinyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan dapat diartikan sebagai
p%ilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.”® Peranan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian dari tugas utama
yang harus dilaksanakan. Atau peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah
laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.*®

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud

sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau
kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi.
S%L;uah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari
p%lbuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

E'B. Teori Kebijakan Publik

gMenurut Candler dan platop dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan
p]%lik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya

<
yang ada untuk mencegah masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain
M

»
m@nyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang

o
o
=
n

el % Veitzhal Rivai, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,( Jakarta:

PtﬁRaj a Grafindo Persada), h.148

” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta
Ba#ai Pustaka, 1998), h. 667
)

S

e

nery w
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di§ta-citak2m.30 Edi Suharto mengatakan untuk memahami berbagai definisi

=

kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat

1d

dalam kebijakan tersebut diantaranya:

nNely exsns NN A!w

S JO A}ISIdATU[) dDTWR][S] 3)€l1S

&

diBua

a

a.

S

Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah
tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang
memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk menjelaskannya.
Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan
publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang
berkembang di masyarakat.

Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari
beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan
tertentu demi kepentingan orang banyak.

Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan
publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan
masalah sosial.

Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.
Kebijakan publik berisi rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan

sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.”'

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang

t oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson

mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah untuk, karena berkaitan

)
nery wisey je

*® Abu Samah, Kebijakan Publik, (Pekanbaru, 2018), h. 27.
*! Suharto, Edi, 2012. Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah

Kebijakan Sosial.(Bandung: Cv Alfabeta)
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©

d%uﬁgan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuasaan
-~

pémaksa yang sah”.*?
=
© C. Teori Pemerintahan Daerah

=3
—Pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah suatu wilayah
=

ataw/area, jadi pemerintahan daerah bentuk otonomi daerah adalah wewenang

=

pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan
c

W;i‘ayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah
o

w?venang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk
kecpentinganwilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan
pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan
idiologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan.™

Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh
Syafruddin, menjelaskan bahwa suatu system dalam menjalankan wewenang dan

kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara
wn

at% sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab
(g°]

[e—
tefbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara.”*
=¥}

=
='D. Teori Perlindungan

S Menurut  Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
<

p&lgayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

-~

p%:lindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
=

uejng

32 Muchlis Hamid , Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipasi, (Jakarta, Gahlia
Ingdgnesia, 2015), Cet. Kedua, h. 37.

e ** Abu Samah & Ali Bi Embi, Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia,
(Pekanbaru, 2016), h. 1

= 3 Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dﬁrah, (Bandung, Alfabeta cv, 2014) ,h. 17-120.

e



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jaguins ueingsAusw uep ueywniuesusw edue) 1 siny eAJey ynines neje ueibeqgss dipnbusw Buesenq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

59

©
h%g yang diberikan oleh hukum.” John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia

o
mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup,
=

kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak

=3
dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat
-~

dfeabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (sosial contract). la

=
mgnjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam

c
% i . .
masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya
o
sebagai manusia.*
©

- E. Teori Pemenuhan
Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan

sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam
pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu
menghormati (fo respect), melindungi (o protect), dan memenuhi (fo fulfill).
Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban negara
u]iﬁlk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang
sag, (legitimate). Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)
aglah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang

)

diclakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang di
=

laKukan pihak lain non-negara yang akan mengganggu perlindungan HAM.
-t

2]
S&émentara itu, kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah

juieAg uejng jo

* Satjipto Raharjo,/lmu Hukum, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000,h.53
*® http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-
PUSTAKA. .pdf diakses pada tanggal 6 Maret 2020, Jam 16.40

nery wise
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©

ké?vajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta
-~
ywdisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.’’

1d

® F. Teori Penyandang Disabilitas Mental
1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental
Penyandang Disabilitas Mental adalah adalah terganggunya
fungsi pikir, emosi, dan perilaku, diantara lain:
a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas,

dan gangguan kepribadian; dan

Nely exsns NN AHw

b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan
interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.®
2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Hak-hak penyandang disabilitas termasuk penyandang
disabilitas mental terdapat pada Bab III Pasal 5 antara lain :

1) Hak hidup, terdapat pada Pasal 6 yang meliputi hak:

&

atas penghormatan integritas;

b. tidak dirampas nyawanya;

c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin
kelangsungan hidupnya;

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan

pengucilan;

AJISIdATU() dDTWR][S] 3)Ll1S

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

2 f. bebas dari penyiksaan, perilaku dan hukuman lain yang kejam,

W

g tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

&

=

wn

-

= *” repository.iain-tulungagung.ac.id/8589/5/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal 6 Maret
202D. Jam 16.30

~ e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2

8

-~

.
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2) Hak Bebas dari Stigma, terdapat pada Pasal 7 yakni meliputi hak

3)

4)

bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait

kondisi disabilitasnya.

Hak Privasi, terdapat pada Pasal 8 yang meliputi hak:

a.

diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai
dengan martabat manusia di depan umum;

membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah;

penghormatan rumah dan keluarga;

mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan
keluarga; dan

dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan
bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data informasi

kesehatan.

Hak keadilan dan perlindungan Hukum, terdapat pada Pasal 9

yang meliputi hak:

a.
b.
C.

d.

atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

diakui sebagai subjek hukum;

memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbangkan dan
nonperbankan;

memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan
peradilan;

atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan,
diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik;
memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya

dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
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dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

5) Hak Pendidikan, terdapat pada Pasal 10 yang meliputi hak:

a.

d.

mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendiidkan
di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif
dan khusus;

mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis,
jalur, dan jenjang pendidikan;

mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara
pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

6) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, terdapat pada

Pasal 11 yang meliputi hak:

a.

e

o

=

memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan
penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung
jawab yang sama;

memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaannya;

tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

mendapatkan program kembali bekerja;

penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier
serta segala hak normative yang melekat didalamnya; dan
memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta,

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7) Hak Kesehatan, terdapat pada Pasal 12 yang meliputi hak:

a.

memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses

dalam pelayanan kesehatan;
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memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya
di bidang kesehatan;

memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan terjangkau;

memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan
bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan
yang diperlukan bagi dirinya;

memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang
rendah;

memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan

kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

8) Hak politik, terdapat pada Pasal 13 yang meliputi hak:

h.

memilih dan dipilih dalam jabatan politik;

menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta
dalam pemilihan umum,;

membentuk, menjadi anggota, dana/atau pengurus organisasi
masyarakat dan/atau partai politik;

membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang
diabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas utnuk
mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional,
dan internasional;

berperang secara aktif dalam system pemilihan umum pada
semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya;

memperoleh  aksestibilitas pada sarana dan prasarana
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau sama lain; dan

memperoleh pendidikan politik.

9) Hak Keagamaan, terdapat pada Pasal 14 yang meliputi hak:
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memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya;

memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat
peribadatan;

mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya, yang
mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat
menjalankan ibadat menurut agama dari kepercayaannya; dan

berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

10) Hak Keolahragaan, terdapat pada Pasal 15 yang meliputi hak:

a.

b.

melakukan kegiatan keolahragaan;

mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan
keolahragaan;

memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah
diakses;

memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan,
dan pengembangan dalam keolahragaan;

menjadi pelaku keolahragaan;

mengembangkan industry keolahragaan; dan

meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua

tingkatan.

11) Hak Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat pada Pasal 16 yang

meliputi hak:

a.

memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan
wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja
pariwisata dana tau berperan dalam proses pembangunan

pariwisata,; dan
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c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan
akomodasi untuk mengakses perlakuan dan akomodasi yang
layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

12) Hak Kesejahteraan Sosial, terdapat pada Pasal 17 yang meliputi
hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
perlindungan sosial.

13) Hak Aksesibilitas terdapat pada Pasal 18 yang meliputi hak:

a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas
publik; dan

b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk
aksesibiltas bagi individu.

14) Hak pelayanan publik terdapat pada Pasal 19 yang meliputi
hak:

a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik
secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang
mudah diakses di tempat layanan public tanpa tambahan biaya.

15) Hak Pelindungan dari Bencana, terdapat pada Pasal 20 yang
meliputi hak:

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya

bencana;
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan

evakuasi dalam keadaan bencana;

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi

yang mudah diakses; dan

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah

diakses di lokasi pengungsian.

16) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi, terdapat pada Pasal 21 yang
meliputi hak:
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a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara

inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak

merendahkan martabat manusia.
17) Hak Pendataan, terdapat pada Pasal 22 yang meliputi hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

18) Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam
Masyarakat, terdapat pada Pasal 23 yang meliputi hak:

a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan
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kemudahan untuk mendapatkan akses;

mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah

masyarakat;

mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara

mandiri;

menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal

dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan
di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam

masyarakat; dan

mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta

dalam kehidupan bermasyarakat.
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19) Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh
Informasi, terdapat pada Pasal 24 yang meliputi hak:

a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang

mudah diakses; dan

c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi

augmentatif dalam interaksi resmi.

20) Hak Kewarganegaraan terdapat pada Pasal 25 yang meliputi
hak:

a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan; dan

c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

21) Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan
Eksploitasi, terdapat pada Pasal 26 yang meliputi hak:
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, dan seksual.*’

Jriek

Y wWiIsed i

.

neil

3 Ibid.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab

sebelumnya maka dalam bab ini akan dibuat suatu kesimpulan serta
memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat

bagi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi hak-
hak penyandang disabilitas mental serta melakukan pembinaan
terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Dapat
dilihat dari masih banyaknya penyandang disabilitas mental yang
terlantar dijalan yang dapat membahayakan penyandang disabilitas itu
sendiri maupun orang lain.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
mental Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu antara lain
Kurangnya sosialisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

oleh Pemerintah Pusat dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-

79
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g hak penyandang disabilitas mental, Tidak berjalannya secara maksimal
; program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam
E melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Pegawai Dinas Sosial
g Kabupaten labuhanbatu kurang memahami bagaimana upaya terhadap
g perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas
i mental, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten
c

% Labuhanbatu tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi.

MB. Saran

c

Untuk Pemerintah Pusat agar dapat memberikan sosialisasi atau
pengetahuan pada seluruh Dinas Sosial yang ada di Indonesia
khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait
bagaimana upaya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas mental, karena dengan adanya sosialisasi
tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan pegawai dinas sosial
dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
mental.

Untuk Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu agar bergerak aktif dan
melaksanakan program yang telah dibuat secara serius guna
melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental
yang ada di Kabupaten Labuhanbatu agar terciptanya persamaan hak
asasi manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri

manusia.
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7 Dalam Angka, (BPS Kabupaten Labuhanbatu,2018)
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi
dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten
Labuhanbatu ?

Apa program kerja dari Bidang Rehabilitasi Sosial khusunya Seksi
Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental
di Kabupaten Labuhanbatu ?

Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melindungi dan memenuhi hak-
hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
Bagaimana cara Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam menghadapi
kendala yang ada dalam melindungi dan memenuhi hak-ha penyandang
disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?

Apakah ada tatacara yang diberikan Pemerintah Pusat dalam
menyelesaikan kendala tersebut ?

Sejauh mana tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam
melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di
Kabupaten Labuhanbatu ?

Apakah pernah Penyandang Disabilitas Mental dalam pembinaan Dinas
Sosial dilakukan pembinaan sampai sembuh ?

Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam melindungi hak-hak dan
melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas mental di

Kabupaten Labuhanbatu ini ?



9. Apakah program yang sudah dibuat sudah sesuai dengan apa yang
ditargetkan ? alasannya ?

© I ak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

l.., h: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
=H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SR S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
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di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Gambar 3. Bersama Bapak Arif Rahman, SE Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sydif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Sosial

mbar 5. Bersama Ibu Maulida Kurnia, SE Selaku Staf Seksi Rehabilitasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gambar 4. Bersama Ibu Sri Wardani, SE Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas

<
State Islamic University of Sultan m%mnmm Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Sri Wardani,SE (Kanan), Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia Ibu
Sosial dan Korban Perdagangan Orang Ibu Tiur Maida Pardede,SE (Kiri) Reza

Syaiendra Yusni (Penulis) saat mengunjungi penyandang disabilitas mental

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 6. Bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu
Martini Veanny Silalahi, S.Kep.Ners (Tengah), Kepala Seksi Penyandang Tuna

dibawah pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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UIN SUSKA RIAU

kumentasi Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Labuhanbatu.

© Kak cipta im Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

u_c..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mr hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ey 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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7\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Lc..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
m... hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I“/eh b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusearay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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7\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1U; 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

-n‘ "
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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7\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1U; 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ud J-'
Mr hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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] eg'jang perguruan tinggi di UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Fakultas
S%ri’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum dan gelar sarjana telah didapatkan dan
d%yatakan LULUS pada hari rabu 18 maret 2020 dan berhak menyandang gelar
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